
SIMPOSIUM FORUM STUDI TRANSPORTASI ANTAR PERGURUAN TINGGI   
(FSTPT) XXI TAHUN 2018 - UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dengan tema : 
Integrasi Transportasi Wilayah dan Kota Mendukung Pengembangan 

Pariwisata Berkelanjutan 

SIMPOSIUM KE-21 FSTPT, FT-UB, Malang, 20 Oktober 2018

1

Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, M.T., IPU.
DTSL-FT UGM. KETUA PRESIDIUM MTI. HPJI. IABI.MASKA

Keynote Speak : 

Konektivitas Fungsi Jalan antar Kewenangan Wilayah Administrasi
untuk Mendukung Pengembangan Kawasan Pariwisata Berkelanjutan 



Problem Transportasi Akses Kawasan Pariwisata

·Pertumbuhan dan pengembanganwilayah/kota termasuk di dalamnya
pengembangan kawasan wisata belum diikuti perencanaan dan
pemrograman sistem Transportasi “Berkelanjutan”, berdampak
penurunan DayaTarik Wisata dan DayaSaingPerkotaan.

ÁDaya Tarik Wisata :

VKegiatan terkait fasilitas umum dan obyek wisata kurang
didukung sistemtransportasi internal lokal yanghumanis.

VSering terjadi bottle neck pada jalan lokal aksesmenuju obyek
wisata,berdampak kemacetanbaik arusmasuk maupun keluar.

VTidak semua obyek wisata dapat diakses oleh angkutan umum,
sehinggaharus menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan
sewayangmahal.

VBeberapa kawasan wisata belum dapat diakses jaringan
telekomunikasi berdampak tidak dapat memesan layanan
transportasi konvensional maupun online.

ÁDaya Saing Perkotaan :
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Problem Transportasi Akses Kawasan Pariwisata

·Pertumbuhan dan pengembanganwilayah/kota termasuk di dalamnya
pengembangan kawasan wisata belum diikuti perencanaan dan
pemrograman sistem Transportasi “Berkelanjutan”, berdampak
penurunan DayaTarik Wisata dan DayaSaingPerkotaan.

ÁDaya Tarik Wisata :

ÁDaya Saing Perkotaan :

VKeterbatasan kapasitas kota menampung jumlah wisatawan
ketika peak season,berdampak kemacetan dan polusi sehingga
kawasanperkotaan tidak layak huni .

VKurang handal pelayanan jaringan energi (listrik dan BBM),
berdampak kelancaranaktivitas dan mobilitas.

VKesemrawutan jaringan utilitas (kabel telekomunikasi, listrik,
pipa air bersih) pada ruang transportasi khususnya pada rumija,
berdampakpenurunan kualitas infrastruktur jalan.

VKurang memadainyaketerhubungan Simpul Transportasi dengan
Pusat kegiatan perkotaan, berdampak penurunan rasa nyaman
dan aman.
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Problem Transportasi Akses Kawasan Pariwisata

·Kurang didukung sistem Transportasi “Beradab” padaSimpul,
Ruang,dan Pelayananperjalananmenuju kawasanwisata.
ÁSimpul :
VPemaduan fasilitas intramoda maupun antarmoda kurang

berkeselamatankarenakurangnyastandardisasi.
VKeterbatasan ruang parkir dan luasan terminal serta

kendaraanumum yangkurang laik fungsi.
ÁRuang :
VDefisiensi keselamataninfrastruktur jalan akses,disebabkan

keragaman fisiografi dan topografi trase jalan, berdampak
geometrik jalanȰÓÕÂÓÔÁÎÄÁÒȱdgn ketersediaanruang bagian
jalan yangsangatterbatassertapotensi bencanaalam.
VDefisiensi kepastian hukum : pelanggaran lalu lintas, dan

penyalahgunaanpenggunaanrumija dan fungsi lahan.
ÁPelayanan :
VLamanyawaktu tunggi di Simpul Transportasi
VTingginya travel time di RuangTransportasi
VMahalnya biayaperjalanan, tidak adapilihan moda lain.
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Problem Transportasi Akses Kawasan Pariwisata

·Perbedaan kepentingan geopolitik Pemerintah Daerah khususnya
wilayah kabupaten/kota yang berdekatan, berdampak kurang proaktif
dan reaktif untuk menyelenggarakanfungsi jalan akseskawasanwisata
yang menerus (seamlessservices) yang melewati beberapa wilayah
administratif pemerintah daerah, sehingga tidak tercapai kerserasian
pembangunanantar wilayah.

ÁKeserasian antar Wilayah Kabupaten/Kota :

VLemahnya kerjasama pengembangan ekonomi wilayah antar
Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilalui oleh jaringan jalan yang
memiliki fungsi yangsamamenuju KSPNdan/atau KSPP.

VPerbedaan fisiografi pada trase jaringan jalan akses kawasan
wisata yang melalui beberapa wilayah kabupaten/kota,
berdampak perbedaan prioritas untuk mewujudkan jalan akses
laik fungsi menuju kawasanwisata.

VPerbedaancepat tanggap mitigasi risiko kebencanaanpada trase
jaringan jalan akses kawasan wisata yang melalui beberapa
wilayah kabupaten/ kota, berdampak penurunan kunjungan
wisata.
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Aspek 
EKONOMI

Aspek 
LINGKUNGAN

Aspek 
SOSIAL BUDAYA

Pariwasata Berkelanjutan : 
Sinergi antara Keadilan Sosial, 

Kemanfaatan Ekonomi, Ekstensi 
Identitas Bangsa, Ramah Lingkungan 
dalam Kerangka Kepastian Hukum 

Pengembangan Pariwisata 
Humanis  dengan Lingkungan 

Layak Huni 

Pengembangan Pariwisata 
Menjamin Keadilan Sosial 
& Kemanfaatan Ekonomi

Pengembangan Pariwisata 
Ramah Lingkungan & Menjamin 
Keberlanjutan Eksistensi Bumi

PARIWISATA BERKELANJUTAN

Sumber : Agus Taufik Mulyono  (2018)



Sinkronisasi
Tatanan Fasilitas

Infrastruktur Transportasi 

UU No. 38/2004 : Jalan

Rencana Induk 
Jaringan Jalan N/P/Kab/Kota

UU No. 23/2007 : Perkeretaapian

Rencana Induk Nasional 
Perkeretaapian

UU No. 17/2008 : Pelayaran

Rencana Induk Nasional 
Kepelabuhan

UU No. 1/2009 : Penerbangan

Rencana Induk Nasional 
Kebandarudaraan

UU No. 22/2009 : LLAJ

Rencana Umum Nasional 
Keselamatan (RUNK)

Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (SPPN) 

(UU 25/2004)

Dukungan Transportasi

Jaringan Jalan Mengakses 
Destinasi Pariwisata

Jaminan Keselamatan 
Destinasi Pariwisata

Jaringan KA Mengakses 
Destinasi Pariwisata

Jar. Pelayaran Mengakses 
Destinasi Pariwisata

Jar. Penerbangan Mengakses 
Destinasi Pariwisata

Penataan Ruang
(UU 26/2007)

Sistem Perkotaan :
ÅKota Nasional : 

(PKN/PKSN/IbukotaProv)
ÅKota Wilayah : 

(PKW/PKSP/IbukotaKab)
ÅKota Lokal :  (PKL)
Peruntukan Wilayah

Masterplan Pariwisata
Hierarki Pariwisata :
ÅDPN : 88 KSPN
ÅDPD : Prov/Kab/Kota
Fasilitas Pariwisata :
ÅFasilitas umum
ÅObyek wisata
Kebutuhan Infrastruktur:
ÅJaringan Transportasi
ÅKomunikasi ɀInformatika
ÅUtilitas dan Energi 

RPJPN,  RPJMN, RAK-K/L
RPJPD, RPJMD, RAK-SKPD 
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PROBLEM SINKRONISASI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA

Sumber : Agus Taufik Mulyono (2018)

Problem Sinkronisasi
Tatanan Fasilitas

Pemerintahan Daerah 
(UU 32/2014)

Kepariwisataan
(UU 10/2009)



SistemJaringan
Jalan

Primer (P) Primer (P) Primer (P) Sekunder(S)

Fungsi Jalan JAP ; JKP-1 JKP-2 ; JKP-3 JKP-4 ; JLP ; JLingP
JAS ; JKS ; JLS ; 

JLingS

Status Jalan N ; JSN P ; JSP Kab ; JS-Kab Kota

KelasJalan
(Prasarana)

JBH ; JR JR ; JS JS ; JK JS ; JK

KelasJalan(MST)
Kelas-I ; 

KelasKhusus
Kelas-II Kelas-III Kelas-III

Lebar Jalur Lalu 
Lintas (m)

> 14 7 ɀ14 7 7

Kewenangan 
Pengelolaan

Pusat Pem-Prov Pem-Kab. Pem-Kota

Kecepatan
Rencana(km/jam)

> 80 60 - 80 40 - 60 40 - 60

DESTINASI 
PARIWISATA

DPN
(KSP-Nasional) 

DPD
(KSP-Prov.)

DPD
(KSP-Kab.)

DPD 
(KSP-Kota)

KONEKTIVITAS

KELAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN UNTUK MENDUKUNG PARIWISATA

Sumber : Agus Taufik Mulyono (2018)

KONEKTIVITAS KONEKTIVITAS



Kewenangan Penetapan Fungsi & Status Jalan 
untuk Mendukung Kawasan Pariwisata

CATATAN :
Jalan Tol merupakan jalan alternatif dari jalan umum yang ada,  
sekurang-kurangnya memiliki fungsi arteri atau kolektor.

K 1 = MENGHUBUNGKAN ANTAR IBUKOTA PROVINSI
K 2 = IBUKOTA PROVINSI DENGAN IBUKOTA KABUPATEN / KOTA
K 3 = MENGHUBUNGKAN ANTAR IBUKOTA KABUPATEN / KOTA
K 4 = IBUKOTA KABUPATEN / KOTA DENGAN KECAMATAN
L = MENGHUBUNGKAN ANTAR IBUKOTA KECAMATAN

FUNGSI STATUS 

Sistem
JaringanJalan
PRIMER

Arteri (A)
Kolektor-1
(K1)

SK  Menteri PU
Jalan
NASIONAL 
(termasuk jalan tol 
dan jalan strategis 
nasional)

Kolektor-2 (K2)
Kolektor-3 (K3)

Jalan   
PROVINSI

SK Gubernur

SK Gubernur

Kolektor-4 
(K4)        
Lokal (L)

Arteri
Kolektor
Lokal

Sistem 
Jaringan Jalan 
SEKUNDER

SK Bupati

SK WalikotaJalan   
KOTA

Jalan
KABUPATEN  
dan
Jalan DESA

SK Menteri PU

JARINGAN KEWENANGANKEWENANGAN

Sumber : Agus Taufik Mulyono (2018)
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Peningkatan Fungsi dan Status Jalan 
untuk Percepatan Menuju Akses Kawasan Pariwisata

KSPN Karst 
Pacitan

KSPN 
Trowulan

KSPN Bromo -
Tengger

KSPN Ijen -
Baluran

KSPP Kelud

KSPP Tuban –
Lamongan - Gresik

KSPP Surabaya 
Kota

KSPP Batu PKN Malang

PKN Surabaya

JAP

JKP-1

JKP-2/JKP-3

Fungsi dan Status Jalan berubah mengikuti perkembangan wilayah/kota, termasuk di dalamnya
peningkatan status pengembangan Destinasi Pariwita. Diperlukan dukungan konektivitas
(keterhubungan) fungsi jaringan jalan antar status jalan. Peningkatan konektivitas Malang–
Bromo, Malang–Batu, Malang-Pasuruan, Jember–Situbondo, Bondowoso - Banyuwangi

Sumber : Agus Taufik Mulyono (2018)

KSPP Madura
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PEMADUAN 
OPERASI

(tatanan operasional 
sarana-prasarana)

PEMADUAN 

JARINGAN 
(tatanan fasilitas 

sarana-prasarana)

PEMADUAN 

FUNGSI
(tatanan fungsional

sarana prasarna )

PEMADUAN 

PEMBIAYAAN

(sharing 

pendanaan, 

konsosrsium 

dan KPBU)

PEMADUAN 

GEOPOLITIK
(keserasian program 

aksi  antar Pemda)

Konektivitas Fungsi Jalan antar Kewenangan Wilayah Administrasi
untuk Mendukung Pengembangan Kawasan Pariwisata Berkelanjutan 

SINKRONISASI KEBIJAKAN TRANSPORTASI 
JALAN ANTAR WILAYAH MENDUKUNG 

KSPN/KSPP
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Sumber : Agus Taufik Mulyono (2018)



Terima Kasih

Maturnuwun

Suwun

12

Pengembangan Kawasan Wisata yang Berkelanjutan
harus didukung penyelenggaraan Transportasi yang
Beradab, dengan melepaskan ego sektoral dan ego
geopolitik antar wilayah kabupaten/kota yang
dilalui oleh jaringan transportasi akses menuju
KSPN/KSPP. (atm, 2018)


